WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR: 100.3.3.3/ 153 /417.101.3/2023

TENTANG

PENGGABUNGAN / REGROUPING SEKOLAH DASAR NEGERI MERI 1 KOTA
MOJOKERTO DAN SEKOLAH DASAR NEGERI MERI 2 KOTA MOJOKERTO
MENJADI SEKCOLAH DASAR NEGER] MERI
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tingkat
pendidikan dasar di Kota Mojokerto, maka dua atau lebih
sekolah dasar negeri perlu digabung dalam satu pengelolaan
dengan memperhatikan kriteria penggabungan vang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, dan
guna penggabungan/regrouping sekolah dasar neger
tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat
dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Penggabungan/Regrouping Sekolah Dasar
Negeri Meri 1 Kota Mojokerto dan Sekolah Dasar Negeri Meri
2 Kota Mojokerto menjadi Sckolah Dasar Negeri Meri Kota
Mojokerto;

Mengingat  : |, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentulzan Daerah-Daerah Kota Keeil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jaws Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor
16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



i

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3242);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Penpgelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomeor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nomer 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/MA;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses
pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun
2024 Nomor 383);

10, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 /Dj:

Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 November 1998 Nomor
421.2/2501,/Bangda/ 1998 Perihal Pelaksanaan Penggabungan
(Regrouping) Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Penggabungan/Regrouping Sekolah Dasar Negeri
Meri 1 Kota Mojokerto dan Sekeolah Dasar Negeri Meri 2 Kota
Majokerto Menjadi Sekolah Dasar Negeri Meri Kota Mojolerto
dengan data sebagaimana fercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Sarana dan prasarana bagi Sekolah Dasar Negeri yang digabung
tetap menjadi aset Pemerintah Kota Mojokerto di bawah
pengawasan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Mojokerto.

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023,

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tﬂilﬁgil::,__y Maret 2023
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